BAB II
PENGERTIAN, DASAR-DASAR DAN JENIS-JENIS
'SEBAB-SEBAB YANG MENGHAPUSKAN HUKUMAN
MENURUT HUKUM PIDANA ISIAM

Pengertian gebab-Sebab Yang Menghapuskan Hukuman

Di dalam hukum pidana Islam mengenai sebab-
sebab yang menghapuskan hukuman terbagi pada :
1. Asbabul ibahan.

2. Asbabu raf'il uqubah,

Pengertian asbabul ibahah adalah dibolehkan-
nya atau dibenarkannya sesuatu perbuatan yang sebe-
narnya dilarang oleh Syara' karena si pelaku memper-
gunakan haknya atau melaksanakan kewajibannya, de-
ngan demikian merﬁbah sifat perdbuatan terlarang men-
jadi muoah atau dibenarkan (Abdul Qodir Audah, I ,

1963%:609).

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan
bahwa asbabul ibahah ialah sebab-sebab yang mengha-

puskan sifat melawan hukum perbuatan.-yang dilarang
oleh Syara'® sehingga perbuatan itu menjadi boleh.
Sedangkan yang dimaxksud dengan asbabu waf'il
uguvan ialan penghapusan hukuman pada seseorang pe-
laku Jjarimah Karena oberksitan egrat dengan pribadi da-

ri si pelaku tersecut. Dengan perkataan lain sebab~

9.
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hapusnya nuxuman perkaitan Gengan keadaan diri pela-
Ku jariman yang mencakup Keadaan terpaksa, opelum de-

wasa, mabuk serta gila Gan sejenisnya.

Unsur~Unsur Perbuatan Pidana Yang  Dapat Dijatuhi

BEukuman

Setiap perintan dan larangan datangnya harus
dari Keventuan Nas atau Syara',maka perintah dan la-
rangan itu hanya aitujuxkan Kepada orang yang berakal

sehat Gan memanhami pembebanan (taklif),

Orang yang tidak dapat memahami pembebanan se-
perti hewan atau Benda-benda mati tidaklah menjadi
0ojek pembebanan terseout. Sedangkan orang yang da-
pat memahami pokok panggilan (khitob) tetapi tidak
mengetanul perincian-perinciannya, apaxah berupa pe-
rintah atau larangan seperti halnya orang gila <. dan
anak-anak yang velum cukup umur, maka kedua-duanya
disamakan dengzan hewan atau benda-benda mati ( Ahmad

-
Hanafi, 1967:5).

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa ti-
ap-tiap jarimah harus mempunyal unsur-unsur umun yarg
harus terpenuni yaitu :

-

i. AGanya larangan dalam Nag, apabila sesuatu perdu-
atan yang dilakukan seseorang dilarang dalam Nas
dan diancam dengan hukuman ternadapnya, unsur ini

biasanya disebut dengan unsur formil (rukun sar'i).
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2. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, Dbaik
berupa perbuatan-perbuatan nyata atau tidak Dber-

buat, unsur ini biasanya disebut unsur materiel

(rukun maddi).

3., Orang yang melakukan perbuatan pidana adalah orang

mukalliaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertang-

gungjawaban terhadap Jjarimah yang dilakukan,unsur

ini biasa disebut dengan unsur moril (rukun abadi)

Ketiga unsur tersebut tidak dapat dikurangi,
harus terpenuhi seluruhnya, Apabila salah satu unsur
tidak terpenuhi, maka pelaku tindak pidana tidak da-

pat dijatuni hukuman.

Di samping unsur umum pada setiap jarimah ju-
ga terdapat adanya unsur-unsur Khusus untuk dapat di
jatuhi hukuman, seperti pengambilan dengan sembunyi-

sembunyi pada jarimah peacurian.

Perbedaan antara uasur umum dengan unsur Khu-
sus adaliah ka}au unsur umum pada setiap jarimah sama
sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi pada unsug
Khusus dapst verbeda~beda jumiah dan macamnya menu-

rut perbedaan jarimalh tersebdbut,

Di kalangan fugaha biasanya dalam membicara-
‘kan mengenai unsur umum dan unsur Khusus dipersatukan
yaitu ketika membicarakan satu persatu dari sesuatu

jariman.
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¢. Alasan-Alasan Yang Mengnapuskan Sifat Melawan Hukum

Perbuatan Yang Dilarang Oleh Syara' (Asbabul Ibahah)

Pengertian dari asbabul ibahah sudah kami je-
laskan dalam sub bab ter@ahulu. Dalam bagian ini
akan membicarakan alasan-alasan yang menghapuskan si=-
fatmelawan huxum perbuatan yang dilarang oleh Syara'
sehingga perbuatan itu menjadi boleh dan benar.

Adapun alasan-alasannya akan kami bicarakan

satu persatu yaitu :

1. Pembelaan yang.sah ( g}{,&kﬂ &E?Jl )

Pembelaan yang sah menurut Syara' terbagi

Gua macam yaitu :
a. Pembelaan yang sah dalam pengertian khusus

Yangz Gimaksud dengan pembelaan khusus
dalam syara' ialian hak atau kKewajiban seseorang -
untux membelia dirinya atau diri orang lain atan
mempertahankan nartanya atau harta orang lain,
Gengan memakal Wekuatan yang ada dari serangan
yang melawan hukum atau tidak sah (Abdul,éodir
Audan, 1963, 1:473).

Dengan demikian sifat da.am pembelaan
khusus’ini menolak serangan odukan . mengadakan
serangan. pasar-éasar daiam pembeiaan kKunusus
ini sebagaimana firman Allan SWT dalam Al-Qur+

‘an sevagai berikut :
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(821 2ed) »@@fuﬂj&«{ d}s\;w\’;ﬁh i35l 5a)

Barangsiapa yang menyerang Kamu, maka seranglah
ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu ( Al-
Qur'an, 2:194).

Sedangkan Gasar dari hadis$ Rosul adalah :

A N -«~® ol ™ - - e . - .
bl 543 Jib Jolos Jo g dllronic ler
Barangsiapa dirampas harienya, kemudian ia mem-
pertahankannya (dan terjadi suatu perlawanan)dan

ia terbunuh, maka ia mati syahid (Ibnu Majah ,
11:861).

. - ‘ -m = » hd . . - * e
BUEWIRT Y VSTV WIS M W 2oL ‘ﬁ)daﬁ(f
a . - ™, » ° * P
B j—("o\lﬂi‘{ﬁz_}»“u’j A 9% o I N5
Barangsiapa yang terbunuh karena mempertahankan
diennya; maka ia mati syanid ":dan barangsiapa
terbunuh kKarena mempertanankan Jjiwanya maka ia
syahid, dan barangsiapa yang terbunuh karena mem~
pertahankan hartanya maka ia syahid, dan barang

siapa yang terbunuh karena mempertahankan kelu-
arganya maka ia mati syanid (Ash Shon'ani,IV:40).

Dari dasar huxum di étas baik Al-Qur'an maupun
hadid-hadid dapat diketahui bahwa pembelaan terhadap di-
ri, Kehormatan dan hgrta baik miliknya atau milik orang
iain tidak dalipidana dan bahkan apabila ia terbunuh ka-
rena sebad mempertanankan itu, menurut hukum Islam ma-

tinya adalah syahid.

Untuk terﬁujudhya Keadaan membela diri terdapat

beberapa syarat (Abdul Qodir Audah,i, 1963%:478, yaitu :

1). adanya serangan atau tindakan melawan hukunm,

berhubungan dengan syarat tersebut, maka pemakaian
5 &
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hak atau melaksanakan kewajiban baik untuk perseo-
rangan ataw untuk -Ppenguasa. atau perbuatan-perbu-
atan yang diperbolehkan oleh syara' tidak Jddisebut
sebagai serangan, seperti pemukulan orang tua ter-
nadap anaknya sebagai pengajaran atau algojo mem~
bunuh terhukum sebagai pelaksanaan tugas dan lain-

lain.-
2V, .serangan harus terjadi seketika

3), tidak ada jalan lain untuk menghindari serangan

k). untuk menolak serangan hanya boleh mengadakan ke--
kuatan seperlunya untuk membela diri.

pembelaan yang sah dalam pengertian umum

Maksud dari pembelaan umum adalah pembelaan un-
tuk kepentingan umum atau masyarakat, dikemal dengan

istilah ( J/Cjni U“W‘JIJ ‘wﬁfj}ﬂ ) yaitu amar ma' -

ruf ‘dan nahi: munkar.

Dalil-dalil adanya amar ma'ruf nahi munkar tér=

sebut dalam Al-Qur'an dan hadits seperti :

il B gl L

(1ot 5 ol ol iockyl, o 0 s

Dan hendaxlsh ada diantars kamu segolongan umat
yang menyeru kepada kebaixan, menyuruh kepada
yang ma'rul dan mencegah deri yang munkar;mere-
kalah\orang-grang yang beruntung z Al-Qurlan,
3:104/ .
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Barangsiapa diantara Kalian yang melihat sesuatu
dari larangan syara', maka hilangkanlah dengan
tangannya, lalu jika dia tidak mampu, maka hen-
daknya ingkar dengan lidahnya, lalu jika tidak
mampu, maka den%an hatinya, dan yang demikian i-
Lu 1man yang paling lemah zShohih Muslim,I, 1962:
%9).
Berdasarkan dalil-dalil di atas para Ulama' se=-
pakat bahwa pembelaan umum tidak boleh ditinggalkan mu-

tlak narus dikerjakan oleh setiap muslim.

Sebagai syara{ orang yang melakukan nahi mungkar

adalah sebagai berikut (Abdul Qodir Audah,I,1963:501) :

1). adanya perbuatan mungkar yang melanggar Syara',
2), perbuatan mungkar iiu diketahui karena nampék nyata
‘3).'pemberahtasan keburukan harus dilakukan aengan Jja-

lan seringan mungkin,

Bagi orang yang melakukan pembelaan umum (amar
ma'rul nahi mungkar) tersebut tidak dikenakan - hukuman
atasnya, sepanjang perbuatannya dan cara-cara yang di-
lakuxan tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah

ditetapkan dalam hukum Isliamnm.

2. Pengajaran (Ta'dib)

Yang dimaksud dengan pengajaran di sini adalan

pengajaran yang dilakukan suami Kepadd "istexi atau orang
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tua terhudap anaxnya dengan perkataan atau bPerbuatan

dalam batas~-batas yang dibenarkan oleh syara', dengan

maksud untuk memberi pPeringatan dari perbuatan yang
salah.

Pengajaran dalam hukum pidana Islam termasuk da-
lam pemakaian hak. Hak tersebut boleh digunakan sepan-
Jang tidak -bertentangan dengun hukum Islam, maka orang

yang memakai hak tersebut tidak dikenakan hukuman.

Seorang suami dapat memberi pengajaran terhadap
isterinya yang tidak menaatinya dalam hal-hal yang di-
haruskan untuk menaati, hal ini berdasar pada firman

Allah sebagai bverikut: :
A0l &l "l bio b Ll i Cuidcalel
S el U1 0l sl 3 03800 0 i

Wanita yang sholih ialah yang taat pada Allah
lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada,
oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wa-

- nita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, ma-
kKa nasinatliliah mereka dan pisahkanliah mereka di
tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemu-
dian Jjika mereka menaatimu, maka janganlah kamu
mmencari;cari Jalan untuk menyusahkannya (Al-Qur
an, 4:%4).

Para fugaha sepaxat bahwa batus-~batas pengajaran
suaini ternadap isterinya yaitu terhadap perbuatan- per-
buatan maksiat yang tidak terkena nukuman had, seperti
keluar ruman tanp; izin, pemborosan harta suami dan se-

bagainya. Suami tidaXx bolen memukul isterinya karena
takut menyeleweng, melainkan sudah terjadi penyelewengan

yang sebenarnya (Abdul Qodir Audah, 1963, I1:513).
Syari'at JIslam dalam masalah ini memberi hak-hak
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tertentu kepada suami sebagai pemimpin rumah tangga

Kebaikan, keharmonisan dan keamanan keluarga.

Lalam Islam juga membatasi hak-hak tersebut
untuk menghindari perlakuan yang sewenang-wenang da-
ri suami. Sebab bagaimanapun Jjuga perasaan Kkeadilan
dan kemanusiaan tidak membenarkan adanya perlakuan
yang tidak senonoin antars suamil terhadap isteri,apa-
lagi wanita baik secara phisik maupun mental relatif

lebin lemah dari laki-laki.

Untuk pengajaran tcrhadap anak-anak di  bawah
umur dibervikan oleh o orang Luanyo, gura, pelatih pe-
Ker jaan, kakek atau washinya, Seorang ibu bisa mem-
berikan pengajaran, jika suaminya bepergian atau ia
jadi washi atau menjadi pemeliharanya (Ahmad Hanafi,

1990 1230).

Bagi orang-orang tersebut boleh melakukan pe-
nga jaran atau memukul sepanjang tidak melampaui ba-
tas-batas yang ditetapkan oleh Syara', sehingga pe-

ngajaran tersebut terbebas dari pengenaan hukuman.

Pengobatan (tapbib)

Pada dasarnya mempelajari ilmu kedokteran me-
rupakan kewajiban kifayah, apabila tidak ada . -orang
yang mempelajarinya menjadi wa jib ain bagi yang ada.
Kepentingan akan ilmu kedokteran dan doxter adalan

untuk kepentingan masyarakat, oleh karena itu dalam
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suatu negara atau masyarakatl aiperiuxcan adanya dokter
yang bertugas untuk melayani masyarakat dalam hal yang

berhubungan dengan kesehatan.

Para fugana sudah sepakat vahwa segala akibat
yang ditimbulkan pada waktu ia melaksanacan tugasnya se-
vagsl seorang Gokter, selagi  pelaksanaannya "se-
suai dengan norma-norma ilmu keaokteran, maka baginya
dibenarxan atau dibolehran, maksudnya ia tidak divebani
pertanggung jawaban pidana. Dalam hal ini sesuai dengan
goidah ;

i }1‘ ‘)3 ]'.I.‘
p. ba ” -
AJ ) ;W'M W.. Ul

Scsunggunnya melaksanakan sesuatu perkara wajib

tidak terbatas dengar Keselamatan obyeknya yaitu

orang yang diobati (Abaul Qoair Auda, I: 520).

Dalam masalah pengovatan ini termasuk dalam pema-
Kaian haknya, maka dokter boleh memilih cara yang paling
ringan aan bijuaksana serta sebaik mungkin untuk melaksa-
nakan tugas pengobatan tersebut.

Q
Menurut imam Adu Hanifah bahwa seorang dokter di-

bebaskan dari pertanggung jawaban pidana dalam menjalan~
Kan tugasnya karena kebutunan akan pengobatan sangat ai-
pPeriukan masyarakat dan juga adanya izin dari si pasien

avau walinya.,

Sedangkan menurut imam Syafi'i dan Ahinad, bahwa
seorang dokter bebhas dari tanggung jawab pidana karena :
1. adanya izin dari si pasien astau walinya

o]

2. adanya maksud (niat) dokter untuk wenyembuhkan pasien.,
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Dan menurut pendapat imam Malik adanya izin
dari pihak pemerintah dan si pasien itu sendiri (Ab-

dul Qodir Audanh,I, 1963%:521).

Seorang dokter tidak dapat dibebani pertang-
gung jawaban pidana apabila ia keliru dalam perbuatan
nya. Apabila kekeliruvannya itu karena tidak sesuai
dengan ilmu-ilmu kedokteran yang lazim, maka dikena-
kan pertanggungjawaban pidana atasnya. Hal ini sesu-

al dengan sabda Rosul SAW :
SRR N LES K Per %’3@\5 gD O

Barangsiapa yang mengobati tamnpa ilmu kedok-
teran yang lazim maka dikenakan pertanggunga-
ngan jawab atasnya (Ibnu Majah, II:1148§.

Hapusnya Jjaminan keselamatan jiwa dan harta

Yang dimaksud dengan hapusnya Keselamatan ia-

lah bolehnya diambil tindakan terhadap jiwa seseo-
rang atau anggota badannya. Oleh karena itu maka ia

bisa dibunuh atau dianiaya.

Tindakan tersebut bisa dilakukan apabila ada
dasa~dasar yang membolehkan. Dasar-dasar tersebut
ialah iman (Islam) dan jaminan Keamanan sementara a-
tau seumur hidup.

Selain'karena iman dan Islam jaminan kesela-

matan jiwa dan badan menjadi hapus, apabila seseo~-

" rang meiakukan jarimah hudud dan gisas yang dian-

ancam dengan hukuman mati atau pemotongan anggota
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badan, jariman tersebut ialah

1. Zina muhsan

2. Pengganggu keamanan (pembegal)

3. Pemberontak (al-bagi)

4., Pembunuhan dan penganiayaan sengaja dan

5. Pencuri.

Apabila seseorang melakukan jarimah tetapi an-
caman hu<umannya bukan hukuman mati atau pemotongan
anggota badan, seperii ayah yang mencuri harta anak-
nya dan pembunuhan yang hanya diancam dengan hukuman
diyat,maka’ jariman tersebut tidak menghapuskan jami-

nan keselamatan jiwa atau anggota badan.

Berdasarkan jumlah jarimah-jarimah tersebut
di atas, maka pembuat jarimah yang kehilangan hak ja-
minan keselamatan jiwa atau anggota badannya adalah:
1. Orang.harbi
2. Orang murtad
3. Zina mupsgan
4. Pengganggu keamanan (muharib)
5. Pemberontak (al-bagi)
6. Orang yang dikenai hukuman gisas dan

7. Pencuri (Abdul Qodir Audah, 1963, I:533).

Syarat-syarat tentang hapusnya jaminan kesela-
matan dari orang~-orang terseobut di atas akan diurai-
kan berikut ini :

a. Orang harbvi

Orang harbi  meliputi warga negara non Islam atau
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negeri lawan yang berada di negerinya sendiri atau
berada di negeri Islam dengan mendapat janji keama-

nan, tetapi masa perjanjian tersepbut telah habis.

Para fugaha sepakat bahwa jiwa orang harbi
tidak dilindungi, oleh karena itu apabila ia dibunuh
atau dianjiaya oleh orang lain, maka perbuatan terse-

but tidak dilarang, akan tetapi dalam keadaan ter-~

tentu pelakunya bisa dihukum, karena ; .perbuatannya
membelakangi wewenang pemerintah atau main hakim
sendiri.

Orang murtad

Hapusnya jaminan keselamatan Jjiwa bagi orang
murtad adalah karena Islamlah yang menjadi dasar ada
nya keselamatan jiwa tersebut. Setelah meninggalkan
Islam, maka dasar tersebut meﬁjadi hilang dan jiwa-
nya ¥idak terlindungi lagi. Kedudukan orang murtad
dalam Syari'at Islam adalah sebagai orang yang tidak
terlindungi ,jiwanya, maka apabila ia dibunuh oleh
orang lain, maka perbuatannya itu tidak dianggap ée¥
bagai pembunuhan sengaja, apabila orang murtad ter-

sebut sudah disuruh untuk bertaubat dan masuk Islam.

Zina muhsan

Di dalam Syari'at Islam pelaku zina ° muhsan

hukumannya adalah dirajam sampai mati, oleh karena

itu pelaku zina muisan jiwanya tidak terlindungi.
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Pengganggu keamanan (al-muharib)

Pengganggu kKeamanan ialah orang yang ﬁelaku-
kan Jarimah hirabah. Jarimah ini pelakunya membuat
Kerusakan di buni atau melakukan pembegalan atau pe-
nyamunan.

Ancaman hukuman bagi jariman hirabah sebagai-~

mana tersebut dalam firman Allah sebagai berikut :
' Y oyt . . . \

WP B O goms o)) g o) Os2 J\f Oz 3&,—9.\4‘
{ L obss “r :
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Sesengguhnya pembalasan terhadap orang-orang

yang memerangi Allan dan RosulNya dan membuat

Kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibu-

nun atau disalib, atau dipotong tangan dan

kaxi merexka dengan berseling, atau dibuang

dari negeri tempat kediamannya (Al-Qur'an,5 :

33).

Jédi Jelaslah banhwa pelaku jarimah hirabah
mengakibatkan hapusnya jaminan keselamatan Jiwa atau
anggota badannya kecuali mereka bertaubat sebelum
ketangkap qléh penguasa sebagaimana yang dijelaskan

dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 34.

Pemberontak (al-bagi)

Al-bagi ialah orang yang berusaha mengadakan

perombakan terhadap sistem pemerintahan dengan jalan

Kekerasan atau tidak mau tunduk pada pemerintahan

/

(Islam).
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Pelaku jarimah al-bagi jiwanya tidak terlin-
dungi lagi keselamatannya, dan bagi orang yang mem-
bunuhnya tidak dikenakan hukuman. Keadaan tidak ter-
lindungi tersebut beriaku terus sampai selesainya

pemberontakan.

Orang yang dijatuhi hukuman qisgasg

Qisag dalam Syari'at Islam merupakah hukuman
pokok bagi pembununan sengaja dan penganiayaan berat.
Jadi bagi siapa saja_yang melakukan kedua Jjarimah itu
maka tidak terlindungi lagi keselamatan jiwa atau

anggota badannya.f

Keadaan tidak terlindungi akibat qigag bersi-
fat relatif, artinya hanya dalam hubungan dengan orarng
yang menjadi korban atau walinya. sedang terhadap orang
lain pelaku jarimah tetap terlindungi jiwanya.Kerela-
iifan tersebut karena hukuman qigag adalah merupakan
hak bukan kewajiban, oleh karena itu orang-orang yang
mempunyai hak saja {wali si korban) yang berhak mela-

Kukan pembunuhan (Ahmad Hanafi, 1990:247).

Apabila ada orang lain yang tidak berhak, tapi
membunuhnya walaupun sudah ada putusan tentang d4ijae
tunkannya hukiman gisas maka perbuatan tersebut di-
anggap pembunuhan sengaja.

Pelaksanaan segala macam hukuman pada dasarnya

berada pada tangan penguasa, kecuali pada.hukuman qi-

sas,dimana wali si korban bisa menjatuhkannya sendiri,
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g. Pencuri

Hukuman bagi seorang pencuri adalah potong
tangan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an su-
rat Al-Maidah:38. Olen karena itu tangan pencuri
tersebut sudah tidak terlindungi lagi atau dengan
Kata lain hapusnya jaminan keselamatan. Sedangkan

anggota badan yang lain tetap terlindungi.

Kedudukan nukuman potong tangan atas pen-
curian adalah merupakan kewajiban bukan hak.Seba-
gal keterkaitan dengan kedudukan hukuman tersebut
maka jika ada seseorang yang dengan sengaja memo-
tong tangan peﬁcuri yang memang seharusnya dite-
gakkan hukuman tersebut, maka ia tidak ... dikenai
pertanggungjawaban pidana. Karena tangan pencuri

tersebut sudah tidak memiliki hak perlindungan.

5. Melaksanakan undang-undang atau perintah jabatan

Undang-undang dalam pengertian yang luas men-
cakup ketenthan-ketentuan yang terdapat dalam Al-‘
Qur'an dan As-Sunnah dan juga ketetapan dari pengua-
sa-perniguasa yang sah yang diberi hak untuk membuat
undang-undang atau peraturan-peraturan seperti ulul

amri atau anlul halli wal aqdi.

Perintah jabatan adalan perintah yang diveri-
kan oleh pehguasa yang berhak yang diberikan Kkepada
pegawal yang di bawahnya yang masih termasuk dalam
lingkungan pekerjaannya.
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Sevagai dasar ditiadakan pertanggungjawaban pi-
dana bagi orang yang melaksanakan undang-undang atau

perintah jabatan menurut hukum Islam ialah :

e .ihé) 3&}’ ‘ .33 &G;&,/"'
M};‘\Jj\j fm\ﬂc_ bdﬁa\\,p} L o) L
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Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan
taatilan Rosullya dan ulil amri diantara Kamu.
Kemudian jika kamu berlainan pendapat ' .. tentang

sesuatu, maka kembalikanlan ia kepada Allah (Al-
Qur'an) dan Rosul (Ai-Qur'an, 4:59).

Tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah,

sesungguhnya taat pada Aliah adalah dalam Kkeba-
ikkan (Abu Daud, II:38).

Bagi pegawal pemerintah yang melaksanakan peker-

Jaannya menurut undang-undang yang berlaku atau dari
penguasa yang sah, baginya tidak dibebani pertanggung-
Jawaban pidana meskipun pekerjaannya itu dilarang oleh
Syara' untuk masyarakat pada umumnya (Abdul Qodixr Audah
1963, 1,;560).

Mengenal Ketaatan pada ulil amri untuk melaksa-
nakan perintaﬂ jabatan atau undang-undang dalam Islam
dibatasi oleh keadaan gepanjang tidak bertentangan de-
ngan Al+Qur'an dan As-Sunnah. Dalam hal :melaksanakan
Perintan jabatan yang mengandung suruhan untuk berbuat
maksiat tidax wajib menaatinya. Apabila orang tersebut
dalam melaksanakan perintah mempunyai iktikad baik maka
tidak ada pertanggungjawaban pidana baginya selama pe-

Kerjaan itu dalam lingkungan wewenang pekerjaannya.
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D. Sebapn-Sebab yang Menghapuskan dukwean Karena Adanya

Sifat Tertentu Pada Diri Pelaku Jarimah ( Asbaabu

Raf'il Uqubah )

Dalam pokok bahasan di atas sudah dijelaskan pe-
ngertian dari asbaabu raf'il uqubah yang pada -intinya

sebab dari c¢dihapuskannya hukuman berhubungan erat de-

ngan kKeadaan diri dari si pembuat jarimah.
Alasan-aliasan atau sebab-sebad yang ada pada keadaan di-
ri dari si pelaku jJjarimah ada empat keadaan yaitu

1. Paksaan ( Al Ikrah )

N
.

Mabuk

Gila ( hilang akal )

e ul
L ]

Di dawah umur ( anak-anak )

Masing-masing dari kKeadaan tersebut akan kita bi-
carakan satu persatu dengan lebih jelas pada pembicaraan

berikut ini.

1. Paksazn ( Al Ikrah )

.

tiiah psiksaan atau daya paksa dalam hukum pi-

T
1O

dapna islam disebut Al Jkrah yang kata-kataikerjanya :

(\DU\/ - a‘f -o\ﬁ

Pengertian paksaan atau daya paksa menurut isw

'

tiian para ulama figih Islam adalah :
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Paxsaan ialah suantu ancaman paksaan dari orang
yang mampu memaksa terhadap orang lain, yang se-~
gera akan dilaksanakan dimana cukup mempengaruhi
fikiran normal, serta timbul dugaan kuat Tahwa

ancaman itu akan benar-benar ditimpahkan kepada
orang yang diancam, jika ia menolak apa yang di-
pPaksakan kepadanya (Abdul Qodir Audah,I,3963:563)
Disamping itu paksaan menurut definisi dari khu-

dlari. Bek yaitu : ' , ,
Yus o1 W 6L S de e LoVl s
0l Wi s 5 ) )

Fembelaan kepada orang lain olen seseorang untuk
menger jakan suatu yang tidak disenanginya, baik
dengan kata-kata atau perbuatan dimana bila be-
ban itu (ancaman) itu tidak ada tentu tidak akan
verjadi dikerjakan oleh orang yang dipaksa terse-
but (Xhudlari Bek, 1965:105). |
Dari batasan-batasan mengenai paksaan tersebut di

atas dapat kami simpuikan bahwa yang dimaksud dengan da-
ya paksa atau paksaan ialah suatu ancaman dengan paksa
terhadap seseorang kepada orang lain untuk melakukan se-
suatu perbuatan, dimana tidak ada pilihan 1lain hégi

orang yang dipagsa Kecuall melaksanakan apa yang .‘dike-

hendaki oleh orang yang memaksa (si ppemaksa).

Bebagal dasar hukum dari adanya paksaan sebagai
saian satu yang menghapuskan aukumanh.ialah firman Allah

dalam Al-Qur'an yang berbunyi
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Artinya : tetapi barangsiapa dalam kKeadaan ter-
paksa (memakannya) sedang ia tidak menglnglnkan
nya wan tidak (pula) melampaui bdatas, maka tti-
dak ada dosa baginya (Al-Qur*an, 2:173).

VO[OS AN AP S WORE

Artinya : sesungguhnya Allah telah menjelaskan

K”p&da kamu apa yang diharamkanNya atasmu, ke-
ciali apa yang terpaksa kamu memakannya ( Al-
Qur'an, 6:119 ).

,&JA_,L\ oludly sl e 4,-9@_0/33 8

Artinya : sesungguhnya Allah itu tidak membe~

bankan hukum kepada ummatku yang xeliru, lupa,

dan yang terpaksa (Ibnu Majah, I :659).

Dari dalil-dalil Al-WQur'an dan hadits sebagai-.
mana tersebut di atas jelaslah bahwa hukum pidana fIs-
lam mengenal apa yang disebut dengan paksaan/daya pak-
sa, oleh karenanya seseorang yang berbuat jarimah i:ka-

rena adanya paksaan l1a dihapuskan dari hukuman.

a. Macam-macam paksaan

Bukum pidana Islam membagi paksaan .'adai~dua
macam yakni :

1) paksaan.absolut

Yang dimaksud dengan paksaan absolut yai-
tu: paksaan yang menghilangkan Kerelaan dan “me-
rusak pilihan, dan dikhawatirkan akan mengancam

jiwa. Dalam keadaan daya paksa ini tidak ada la-
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gi piliban untuk usaha menghindari paksaan kecuali

berbuat menurut kehendak si pemaksa., Paksaan ini di

sebut juga dengan paksaan mutlak atau paksaan mulji.

2). paksaan relatif

Paksaan relatif dalam istilah hukum pidana
Islam disebut juga dengan (LF"‘\’J’C o\-j )yaitu da-
Ya paksa yang menghilangkan kerelaan -'akan tetapi
tidak merusak pilihan, dan juga tidak sampai me-
ngancam jiwa. Paksaan relatif ini berkisar pada ma-
salah jual beli, sewa menyewa atau yang berhubungan
dengan masalah mﬁ'amalah lainnya.‘Orang Yang dalam
keadaan paksaan relatif ini dimungkinkan masih bisa
memilih dua kemungkinan dari perbuatan menerima an-
caman atau menuruti paksaan mereka (Abdul Kadir au-

dah, I, 1963%:563).

b. Syarat-syarat paksaan

Untuk terwujudnya paksaan maka diperlukan bebe-

rapa syarat, apabila tidak ada syarat tidak " idianggap
sebagai paksaan. Syarat-syarat aaanya paksaan menurut

hukum pidana Islam adalah sebagai berikut :

1. Ancaman yang-menyertai paksaan adalah berat,sehing~

ga menghilangkan Kerelaan orang yang dipaksa.

2. Apa yang diancamkan adalah terjadi seketika yang

pasti terjadi apabila'tidak melaksanakan keinginan

[Hadib Ga g
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si pemaksa.,.

3. Urang yang memaksa mempunyai kesanggupan ( kemam-
puan) untuk melaksanakan ancamannya.

4, Pada orang yang dipaksa timbul dugaan berat bahwa
apa yang diancamkan itu benar-benar akan segera
terlaksana jika menolak keinginan si pemaksa.

5. Perkara yang diancamkan adalah perbuatan yang d4di-

larang (Ahmad Hanafi, 1990:356).

c. Hukun paksaan

Hukum paxsaan berbeda dengan hukum Jarimah,
dalam sebagian jarimah tidak ada paksaan dan dalam
jarimah yang lain mengangkat pertanggungjawaban pi-
dana dan membolehran menger jakannya. Hukum Paksaan
dapat berbeda-beda menurut perbedaan perbuatgn yang
terjadi. Dalam hal ini tidak lebih dari tiga keadaan:
1. Perbuatan yang tidak bisa dipengaruhi oleh pak=-

saan sama sekali, jadi tetap dianggap sebagai jJja-

rimah. Yang termasuk dalam hal ini édalah pembu~
auhan dan penganiayaan berat, meskipun termasuk

dalam Katagori paksaan absolut. Alasannya adalah

AN PV PP T R OIS

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharam-
kan Allah {(membunuhnya) melainkan dengan sesuatu
(sebab) yang benar (Al-Qur‘an, 6:151).

firman Allah :

2. Perbuatan yang diperbolehkan sama sekali karena

adanya paksaan, sehingga perbuatannya tidak di-
anngap sebagal jarimah,
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Perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam kelompok
ini hanya berhubungan dengan soal makanan dan mi-
numan yang diharamkan, seperti makan bangkai dan
minum darah dan barang-barang najis. Paksaan da=-

iam hal ini bersifat absolut (Ahmad Hanafi, 1990:

359) .

Dasar dibolehkannya perbuatan tersebut . .adalah

aeolsh gyl b

tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (mema-
kannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak
pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya
(Al-Qur'an, 2:173).

firman Allah :

\

Perbuatan yang diperbolehkan sebagai pengecualian,
jadi perbuatan tersebut'tetaé sebagai - - jarimah
akan tetapi tidak dijatuhi hukuman. Alasan pembe=
basan dari hukuman ialah bahwa pembuatnya tidak
mempunyai kehendak dan pilihan tersebut., Jadi se-
bab bebasnya hukuman tersebui bertalian dengan
pribadi peﬁbuat, bukan pada perbuatannya- Oleh
karena itu maka hukumannya dibebaskan dari si
pembuat sedangkan perbuatannya tetap dilarang
dan disyaratkan paksaannya. absolut bila paksaan
relatif tidgk bisa menghapuskan hukumannya.Meski-
pun pembuat dibebaskan dari hukuman akan tetapi
ja diharuskan menggantii terhadap kerugian yang

ditimbulkannya (Abdul Qodir Audah, 1963, 1:572) .
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i

Keadaan darurat

Keadaan darurat disamakan hukumnya de-

ngan paksaan. Perbedaannya hanya mengenai sebab
timbuinya perbuatan, di dalam paksaan ' pembuat
dipaksa oleh orang lain untuk berbuat sedang-
kan dalam keadaan darurat pembuat -.sebenarnya
tidak.dipaksa oleh orang lain akan tetapi ia
mendapat dorongan dalam suatu keadaan yang ha-
rus dikerjakan (berbuat jarimah), agar dirinya
atau orang lain terhindar dari bahaya {( Ahmad

Hanafi, 1990:%64 ).

Para'fuqaha telah menenfukan syarat-sya-
rat dalam keadaan darurat’yaitu $
1. Keadaan darurat harus memaksa’sekali, yang
Khawatir dirimya atau orang lain akan me=-
“ngalami kebinasaan jiwa.
2. Keadaan darurat,benaf-benar terjadi.
5. Tidak ada jalan lain untuk menghindari kea=-
daan darurat kecuali mélakukan Jarimah.

4. Menahan keadaan darurat hanya digunakan tin-

dakan seperlunya (Abdul Qodir Audah, I:577).

Minum khomer baik sampail mengakibatkan mema-

bukkan atau tidak di dalam Islam diharamkan. Minum

kKhomer termasuk jarimah hudud dan di hukum dengan de-

lapan

pulun jilid sebagai hukumannya.
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Menurut Abu Hanifah yang dimaksud dengan mabuk
ialah hilangnya akal fikiran karena minum khomer atau
yang sejenisnya, dan seorang dianggap mabuk apabila te=-
lah hilang akal fikirannya baik banyak atau sedikit dan
tidak lagi dapat membedakan antara iangit dan bumi atau

laki~laki dengan perempuan (Abdul Qodir Audah, I : 582),

Sebagai dasar dari pada diharamkannya minum kho-

mer yaitu firman Allah yang berbunyi

Bl gl iy s sy~

Hai orang-orang yang beriman, janganlah Kamu sho-
lat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga
Eam%)mengerti apa yang kamu ucapkan ( Al-Qur'an,

Dari pengertian menurut Abu Hanifah tersebut di
atas dan berdasarkan Nash Al-Qur'an surat An-Niéa’ ayat
43 dan juga Al~Baqarah ayat 219 serta Al-maidah:90 yang
melarang minum khomer dapat disimpulkan bahwa; yang di-
maksud dengan mabuk ialah hilangnya fikiran sebagian
atau seluruhnya. éehingga tindakan tidak terkontrool

oleh akal fikiran yang normal disebabkan khomer.

Qieh karena itu maka dipersoalkan bagaimana de-
ngan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang mabuk
mengenai hal ini dalam. hukum Islam dibedakan menurut
sevab-sebab mabuknya yaitu :

1. Banwa orang yang mabuk tidak .dibebani pertanggungja-

waban pidana atas Jarimah-jarimah yang diperbuatnya
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apabila mabuknya itu karena paksaan atau meminum
‘khomer yang tidak diketahui sebelumnya, atau ia
minum dimaksudkan sebagai obat (Syarbini Khotib
4:187).

2. Dibebani pertanggungjawaban apabila ia mabuk ka-
rena atas kKenendaknya sendiri dan diketahuinya
akan akibat yang timbul dari minum khomer itu.
Artinya ada unsur sengaja minum untuk mabuk atau

setidak-tidaknya diketahui akan akibatnya.

Di dalam pertanggungjawaban perdata orang yang
mabuk dimintai tanggung Jjawabnya, meskipun dibebas-
kan dari hukuman karena kemabukannya. Pertanggung ja-
waban secara perdata tidak dibebaskan dari orang
yang mabuk karena hal itu disebabkan adanya Jaminan

keselamatan jiwa dan harta (Abdul Qodir Audah,I:583)..

3. Gila Gan hal-hal sejenisnya

Pengertian gila ialah hilahgnya akal atau be-
rubahnya atau karena lemanhnya daya pikir (Abdul Qo-

dir Audan, 1963, 1:585).

Mengenai hal-hal yang sejenisnya yaitu dalam
artian yang luas maksudnya keadaan lain yang diper-
samakan dengan gila sebagai akibat pertumbuhan pisik
yang tidak normal atau akibat sakit yang dideritanya
sehingga jiwanya tidak normal aan tidak - TDperfungsi

seperti biasa. Seperti halnya gila berselang, dungu,

ayan, nisteris serta Karena pengaruh hipnotis.
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Sebagai dasar dari hapusnya hukuman bagi orang
gila dén yang sejenisnya ialah hadis Nabi yang berbu-
nyi sebagai berikut :

y M ~ -~ ~ " A £y ﬂ; 4" [ ~‘ e
@Je,’ubw.wbc;@-\‘c}@\@——*. — G~

Terangkat pena (pertanggungjawaban) dari tiga

orang yaitu orang tidur sehingga bangun,anak ke-

cil sehingga ia dewasa dan orang gila sehingga
ia sembuh (Ibnu Majah, 1:658).

Apabila dalam hadié‘tersebut keadaan tidur disa-
tukan penyebutannya dengan keadaan gila maka hukumannya
seharusnya dipersamakan, akan tetapi para fuqaha mem-
persamakannya dengaﬂ keadaan daya paksa dan tidak de~
ngan keadaan gila. Hal ini disebabkan karena gerakan
tidur masih memiliki kemampuan berfikir (idrok) akan
tetapi tidak mempunyai pilihan (kemauan). Jadi pada wak-

tu melakukan perbuatan ia tidak mempunyai tujuan.

Menurut Abdul Qodir Audah gerakan tidur  tebih
tepat dimasukkan pada keadaan orang yang mengalami pak-
saan daripada disamakan dengan keadaan gila (Abdul Qo-

dir Audah, I, 1963%:590).

Mengenai pertanggungjawaban perdata bagi orang
gila sesuai yang disepakati oleh para Ulama bahwa orang

gila tetap bertanggung Jjawab secara perdata sebagai a-

kibat dari perbuatannya.
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4. Anak-anak (belun dewasa)

Mengenal pertanggungjawaban anak belum dewasa
konsep yang dikemukakan oleh Syariat Islam : .= sangat
cocok sekali, meskipun telah lama usianya namun me-

nyamai teori terbaru di kalangan hukum positif.

Menurut Syariat Islam pertanggungjawaban pi-
dana didasarkan atas dua perkara yaitu kekuatan ber-
fikir dan piiihan (iradan dan ikn¥tiar). Qleh karena
itu kedudukan anak kecil berbeda-beda menurut perbe-
daan masa yang dilalui hidupnya, mulai dari waktu
kKelahiran sampai masa memiliki kedua perkara terse-
but. Hasil penyeiidikan para quaha mengatakan bahwa
tingkatan anak-anak yang belum dewasa tersebut pada
beberapa tingkatan sesuai dengan tingkatan akalnya ,

yaitu :
a. Masa tidak mampu berfikir

Masa ini yaitu sejak dilahirkan sampai ba-
tas usia.tujuh tahun. Pada masa tersebut seorang
anak dianggap belum mampu berfikir dan juga beium
mumayiz. Adakalanya anak yang berumur tujuh %ahun
telah mampu berfikir hal itu merupakan pengecua-
iian. Pembatasan umur tujuh tahun tersebut meru-
pakan untuk keseragaman, tetapi apabila .. menurut
hakim perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak
tersebut dan apabila anak itu mempunyai kemampuan

berfikir atau kecakapan dalam menentukan kehendak

maka hal tersebut diserahkan kepada hakim untuk
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men jatuhkan bentuk hukuman yang dikenakan, akan te-
tapli pada umumnya anak yang berumur tujuh tahun be-~
lum tamyiz oleh karena itu dihapuskan dari x» hukuman

atasnya.

Masa berfikir lemah

Masa bverfikir lemah yaitu sejak anak berumur

tujuh tahun sampai balig yang disebut dengan istilah

(chaﬁﬁk)\c£%9>§§)' Sebagian Ulama membatasi masa ini

dengan usia lima belas tahun, walaupun ia belum ‘'de-
wasa dalam artian Yang sebenarnya. Pada masa ini bi=
la si anak mengerjakan jarimah tidak dikenakan per-
tanggung jawaban pidana, hanya diberikan Qupengéjanan
untuk mendidik si anak uhtuk menyadari atas perbu-

atan-perbuatannya.

Masa berfikir sempurna

Dalaﬁ hukum pidana Islam masa ini disebut de-
ngan baiig (dewasa). Pada masa balig dimulai sejak
berumur lima belas tahun atau meﬁurut hakim ia telah
dinyatalkan dewasa dengan pemeriksaan seperlunya. Su-
dah barang tentu ia bukan anak-anak lagi, maka seti-
ap perbuatan jarimah yang dilakukan dikenakan per-

tanggung jawaban pidana atasnya, apabila tidak ada
alasan-alasan yang menghapuskan hukuman seperti yang

telah diterangkan sebelumnya.



